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ABSTRAK 

  Izin ligkungan merupakan keharusan bagi setiap orang dalam hal untuk melaksanakan 

kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup yang diatur lansung oleh UU 

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan juga oleh PP 

No. 27 Tahun 2012 Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan: (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak 

termasuk kedalam kriteria wajib amdal, wajib memiliki UKL-UPL. Pada mulanya prosedur pemberian 

izin tersebt hanya berlangsung pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) saja. Akan tetapi setelah 

keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008 Dan ditindak lanjuti dengan Peraturan 

Bupati Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2018. pelaksanaan pemberian izin lingkungan terhadap 

kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL di laksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP). adapun Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) 

Bagaimana prosedur pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL di 

Kabupaten Pasaman Barat? 2) Apa saja Kendala-Kendala Dalam Pengurusan Izin Lingkungan 

Terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL di Kabupaten Pasaman Barat? Penelitian ini 

menggunakan metode yuridis empiris bersifat deskriptif, menggunakan jenis data primer dan data 

sekunder, sumber data didapat penulis dari penelitian lapangan dan kepustakaan, dan teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian 

diketahui bahwa prosedur pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL 

yang saat ini dilaksanakan pada DPMP2TSP juga ternyata menyertakan DLH tidak mencerminkan 

upaya memudahkan dan menyederhanakan dalam pelayanan publik. Justru berdasarkan hasil 

penelitian yang sudah penulis laksanakan, prosedur ini lebih rumit dibandingkan prosedur sebelumnya 

yang hanya melibatkan DLH saja.  
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